ANALISIS PEMBETULAN SPT MASA PPN TAHUN 2014 DALAM RANGKA PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

( STUDI KASUS PADA CV. DELIMA PALEMBANG by Sintia, Siska & Khairani, Siti
IJCCS, Vol.x, No.x, Julyxxxx, pp. 1~5 
 
 
 
ANALISIS PEMBETULAN SPT MASA PPN TAHUN 2014 DALAM 
RANGKA PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN 
( STUDI KASUS PADA CV. DELIMA PALEMBANG 
Siska Sintia1, Siti Khairani2 
Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang 
e-mail: *1siska@mhs.mdp.ac.id, 2Siti_kh@stie-mdp.ac.id 
 
 
 
Abstrak 
Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pajak adalah “ Kontribusi wajib kepada 
Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebenar-benarnya kemakmuran rakyat “. CV. 
Delima adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang perdagangan barang 
ekspor perikanan. Sesuai PP No. 31 th 2007 dimana Ikan termasuk Barang Kena Pajak 
yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau tarif PPN nya 0%. Tetapi, perusahaan ini 
tetap harus melaporkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisa Pembetulan SPT Masa PPN  di tahun 2014. 
Karena di tahun 2014 terjadi kesalahan perhitungan dikarenakan nilai ekspornya lebih 
kecil dari  yang sebenarnya dan kesalahan pelaporan dalam SPT Masa PPN . Dimana 
proses pelaporannya terdapat kesalahan yaitu CV. Delima Palembang tidak 
mengetahui laporan pajak yang di laporkan oleh Kantor Konsultan Pajak. Penelitian 
ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk melaksanakan peraturan 
perpajakan bagi perusahaan , maka perusahaan akan memperhitungkan dan 
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang di beritahukan dalam Surat Pemberitahuan 
Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yang dilaporkan setiap bulannya. 
 
Kata kunci : Pajak, SPT Masa PPN, Pembetulan SPT Masa PPN. 
 
Abstract 
According to the Law No.28 of 2007 Tax is "a compulsory contribution to a 
State which is owed by an individual or a coercive body under the law, by not obtaining 
direct remuneration and used for the purposes of the State for the real prosperity of the 
people". CV. Delima is a private company engaged in the trade of fishery export goods. 
As per PP. 31 of 2007 in which the Fish includes Taxable Goods exempted from the 
imposition of VAT or its VAT rate of 0%. However, this company still must report the 
calculation of Value Added Tax (VAT). The purpose of this study is to analyze the 
correction of SPT VAT Period in 2014. Because in the year 2014 there is a mistake in 
calculating the value of exports where the value is smaller than the actual and error 
reporting in SPT Per VAT period. Where the reporting process there is a mistake that is 
CV. Delima Palembang does not know the tax reports reported by the Tax Consultant 
Office. This research uses descriptive qualitative methods. To enforce the tax laws for 
the company, the Company will calculate and report the Value Added Tax notified in 
the Value Added Tax Assessment Letter (SPT Perjanjian VAT) reported every month. 
 
Keyword : Tax, SPT VAT Period, Correction of VAT. 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Seperti yang telah diketahui Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam 
sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tidak 
dapat dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari 
penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Hal 
ini di dukung pernyataan dari  Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang menegaskan 
bahwa sektor pajak masih memberikan kontribusi terbesar pendapatan Negara.  
Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara yang dapat 
dipaksakan dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. 
Sedangkan pajak menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 (UU 
No. 28 Tahun 2007) pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk  keperluan Negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat yang membayar pajak tidak akan 
merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk 
kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. 
Banyak jenis pajak yang dapat meningkatkan pendapatan Negara dan salah 
satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dapat dilihat pada tahun 2013-
2017,  dimana realisasi penerimaan Negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
selalu mengalami peningkatan. 
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara 2013 – 2017 
 
  
Sumber : www.bps.go.id 
 
Dari tabel diatas menunjukkan pada tahun 2013-2014 terjadi peningkatan PPN 
sebesar 24,461.10 dari nilai PPN 384,713.50 menjadi 409,181.60 dan peningkatan 
tersebut kembali terjadi pada tahun 2014-2015 namun tidak setinggi peningkatan pada 
tahun 2013-2014, yaitu sebesar 14,529.22 dari nilai  PPN 409,181.60 menjadi 
423,710.82. Pada tahun 2015-2016 peningkatan PPN melonjak tinggi dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya sebesar 50,524.48 dari nilai PPN 423,710.82 menjadi 
474,235.30,  akan tetapi pada tahun 2016-2017 walaupun  terjadi peningkatan namun 
tidak setinggi peningkatan pada tahun sebelumnya, yaitu meningkat sebesar 19,653.40 
dari nilai PPN 474,235.30 menjadi 493,888.70. Sehingga berdasarkan data dari tabel di 
atas dapat diketahui bahwa peningkatan tertinggi  PPN terjadi pada tahun 2015-2016 dan 
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PPN selalu meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar  21.835,04 setiap 
tahunnya dari tahun 2013-2017. Perbandingan nilai PPN pada tahun 2013 dan 2017 
sendiri berbeda sangat jauh sebesar 109,175.20, yaitu dari 384,713.50 menjadi 
493,888.70 akibat peningkatan PPN yang selalu terjadi setiap tahunnya. 
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan antara selisih pajak 
keluaran dan pajak masukan yang tarifnya sudah di tentukan 10% dari barang atau jasa 
yang di keluarkan maupun yang di terima. Penyetoran PPN dapat dilakukan melalui Bank 
persepsi dengan menggunakan SSP (Surat Setor  Pajak), dan untuk pelaporan  PPN 
menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa PPN) bukan Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Pertambahan  Nilai karena SPT Masa PPN lebih kumulatif.  Sehingga 
laporan keuangan di hitung tahunan, akan tetapi perhitungan pajaknya dihitung bulanan,  
hal ini dikarenakan setiap bulannya banyak transaksi dan pajak yang dihitung dan 
ditanggung oleh konsumen. 
PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk 
disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen 
akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses 
produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen 
akhir yang memakai produk tersebut.  Pajak Pertambahan Nilai menurut  Sukardji (2000 : 
22) “Pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan 
perseorangan maupun badan baik  badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk 
belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”. Berdasarkan 
objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka 
Pajak Pertambahan  Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas 
pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai 
tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi 
nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah 
suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan. 
Penelitian ini mengambil data Pajak  Pertambahan Nilai (PPN) pada CV  
Delima Palembang,  CV. Delima adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang 
perdagangan barang ekspor perikanan. Berdasarkan ketentuan perpajakan untuk kegiatan 
ekspor dibebaskan dari PPN atau tarifnya 0%, tetapi perusahaan tetap harus melaporkan 
jumlah PPN dalam Surat  Pemberitahuan  Masa  Pajak  Pertambahan Nilai (SPT Masa 
PPN).   
Pada tahun 2014 CV. Delima melaporkan SPT dengan jumlah yang lebih kecil 
dari sebenarnya yang disebabkan oleh kesalahan perhitungan nilai ekspor. Sehingga perlu 
diadakan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa 
PPN).  
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin membahas lebih lanjut mengenai 
bagaimana proses  Pembetulan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh perusahaan dengan 
judul  skripsi “ANALISIS PEMBETULAN SPT MASA PPN TAHUN 2014 DALAM 
RANGKA PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ( STUDI KASUS PADA 
CV. DELIMA PALEMBANG )”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimana perhitungan dan pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah pembetulan 
tahun 2014 di CV. Delima Palembang ? 
 
 
 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
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Untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah 
pembetulan tahun 2014 di CV. Delima Palembang. 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1  Teori Daya Pikul 
Teori ini menjelaskan mengenai beban pajak untuk semua individu harus sama 
beratnya, dimana pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing individu 
atau besarnya beban pajak tergantung dari besarnya pendapatan pajak. 
 
2.2  Pengertian Pajak 
Pengertian Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1: 
“Pajak adalah sebuah konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang 
ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-
Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan 
negara dan kemakmuran rakyat.”. 
 
2.3  Tarif Pajak Pertambahan Nilai 
Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar No.42 tahun 2009 pasal 7 Tarif Pertambahan 
Nilai adalah sebagai berikut: 
1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% (sepuluh persen). 
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: 
 a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud 
 b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
 c. Ekspor Jasa Kena Pajak 
3. Tarif pajak seperti yang dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 
5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) yang diatur oleh 
Peraturan Pemerintah (PP).  
 
2.4  Subjek Pajak Pertambahan Nilai 
1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa 
Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang  Pajak Pertambahan 
Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya merupakan pengertian dari Pengusaha Kena 
Pajak (PKP), tetapi tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.  
2. Badan maupun orang pribadi yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) maupun 
Jasa Kena Pajak (JKP). 
3. Badan maupun orang pribadi yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri. 
4. Pemungut pajak  yang ditunjuk  oleh pemerintah seperti Kantor Pembendaharaan 
Negara maupun Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk didalamnya 
Bendaharawan Proyek. 
 
2.5 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 
PKP “Jisis” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual  Rp 75.000.000. 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang= 10% x Rp 75.000.000 =  Rp 7.500.000 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 7.500.000 adalah Pajak Keluaran yang dipungut 
oleh Pengusaha Kena Pajak “Jisis”. 
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2.5 Pembetulan SPT  
Apabila dalam pengisian SPT terdapat kesalahan pengisian, maka wajib pajak atas 
kemauan sendiri dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis 
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah saat terutang atau berakhirnya masa pajak, 
dengan syarat: 
1. DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT berakibat pajak yang 
terutang menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua 
persen) sebulan atau jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak penyampaian SPT 
berakhir sampai dengan tanggal pembayaran pembetulan SPT. 
 
2. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan 
penyidikan. Selanjutnya wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan 
ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak 
yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali 
jumlah pajak yang kurang bayar. 
Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir, dengan syarat DJP belum 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat 
mengungkapkannya dalam suatu laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT 
atas pengungkapan wajib pajak, hal ini menimbulkan akibat sebagai berikut: 
1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau bisa lebih kecil 
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil dan bisa jadi lebih besar 
3. Jumlah harta menjadi lebih besar ataupun menjadi lebih kecil 
4. Jumlah modal menjadi lebih besar maupun lebih kecil. 
Pajak yang kurang bayar timbul sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian 
SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 50% (lima puluh persen) dari 
pajak yang kurang bayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan. 
  
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif  dan 
bila di  tinjau dari tujuan dan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif.  Metode analisis 
data deskriptif  kualitatif dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan 
teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Dimana penelitian 
ini dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap 
suatu masalah tertentu serta untuk  mendapatkan gambaran tentang pembetulan SPT Masa 
PPN yang terjadi di CV. Delima tahun 2014. 
 
3.2 Jenis Data 
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer 
dan data sekunder. Data primer di penelitian ini didapat dengan cara wawancara secara 
langsung dengan karyawan CV. Delima guna memperoleh informasi mengenai mengapa 
 
 
 
 
 
6
bisa terjadinya pembetulan SPT Masa PPN tahun 2014. Data sekunder di penelitian ini 
diperoleh langsung dari perusahaan berupa SPT Masa PPN yang lama, SPT Tahunan yang 
lama, SPT Masa PPN Pembetulan, dan SPT Tahunan Pembetulan. 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Noor (2011, h.138-140) teknik pengumpulan data terdiri dari: 
1. Wawancara/Interview 
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan 
daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. 
 
2.Observasi 
Observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Penulis mengunjungi CV. 
Delima untuk mengamati kegiatan diperusahaan tesebut. 
 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi 
buku-buku yang relevan, peraturan – peraturan daerah,laporan kegiatan, hasil penelitian 
terdahulu, dan data yang relevan dengan penelitian ini . 
 
3.4  Teknik Analisis Data 
Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. 
Pada analisis kualitatif, data di deskripsikan lebih rinci sehingga dapat memberikan 
gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi beserta analisisnya yang 
menghasilkan kesimpulan lebih terarah. Hasil akhir dari analisis berupa kesimpulan  dan 
saran perbaikan untuk perusahaan. 
Peneliti akan membahas SPT Masa PPN sebelum pembetulan, SPT Tahunan 
sebelum pembetulan, SPT Masa PPN sesudah pembetulan, SPT Tahunan sesudah 
pembetulan tahun 2014 pada CV. Delima Palembang. 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 
CV. Delima yang berdiri sejak 14 September 1991 bergerak dibidang eksportir 
perikanan  yang beralamat di jalan Kapten Marzuki No. 17 Palembang.Perusahaan ini 
didirikan oleh Tn. Rudijanto, dan Ny. Liong Tjiu Lin yang mempunyai motto  bahwa “CV. 
Delima akan memberikan kepuasan terhadap setiap pelanggan” maka perusahaan ini 
semakin hari akan memberikan suatu hasil yang terbaik  bagi konsumen kami. 
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4.1.1 Struktur Organisasi CV. Delima Palembang 
           
Direktur Utama
(Rudijanto)
Supervisor Teknik
(Edy Wijaya)
Pengawas Mutu
(Ivan Suriadi)
Manager Pemasaran
(Linda)
Administrasi Produk
(Siska)
Bagian Pembelian
(Desi)
Bagian Domestik & Ekspor
(Wiyono)
Bagian Keuangan
(Shinta)
Supervisor Produksi
(Sutrisno)  
 
 
4.2  Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bagian pajak dari 
CV. Delima Palembang “Iya pada tahun 2014 terdapat masalah berupa kesalahan pelaporan 
pajak SPT Masa PPN yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak (KKP) yang sudah 
ditunjuk oleh CV Delima Palembang.” ( Desi, 19 November 2017 ) dan diketahui bahwa 
terdapat permasalahan yang berhubungan dengan SPT masa PPN tahun 2014. Hal ini 
disebabkan karena pihak perusahaan langsung menerima hasil pelaporan yang dilakukan 
oleh Kantor Konsultan Pajak pada tahun tersebut tanpa melakukan pengecekan ulang. 
Selain itu tidak adanya standar operasional prosedur dari CV. Delima Palembang untuk 
melakukan pengecekan ulang hasil pelaporan yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak 
menjadi salah satu penyebab munculnya masalah ini. Sehingga terdapat kemungkinan 
masalah yang sama dapat terjadi kembali di tahun-tahun mendatang. 
 
Tabel 4.2.1 SPT Masa PPN Sebelum Pembetulan 
 
No. Masa 2014 Total PPN (Rupiah) 
1 Januari  35.212.839 
2 Februari 48.881.361 
3 Maret 27.709.779 
4 April  37.844.402 
5 Mei 46.638.764 
6 Juni 33.492.423 
7 Juli 32.457.016 
8 Agustus 38.704.217 
9 September 38.400.391 
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10 Oktober 40.163.092 
11 November 41.187.520 
12 Desember 48.316.087 
 TOTAL 469.052.891 
  
Sumber : CV. Delima Palembang 
 
Tabel 4.2.2 SPT Masa PPN Sesudah Pembetulan 
 
No. Masa 2014 Total PPN (Rupiah) 
1 Januari  108.240.488 
2 Februari 143.144.678 
3 Maret 83.586.900 
4 April  113.878.900 
5 Mei 155.782.508 
6 Juni 100.015.983 
7 Juli 107.869.660 
8 Agustus 123.805.665 
9 September 100.966.670 
10 Oktober 138.294.840 
11 November 79.235.360 
12 Desember 135.170.240 
 TOTAL 1.389.991.892 
 
Sumber : CV. Delima Palembang 
 
Berdasarkan data dari tabel data SPT masa PPN sebelum pembetulan dan data 
SPT masa PPN setelah pembetulan maka didapatlah penjelasan sebagai berikut : 
 
 SPT masa PPN pada tahun 2014 bulan Januari mempunyai total PPN yang sebenarnya 
sebesar Rp 108.240.488, namun pihak Kantor Konsultan Pajak melaporkan jumlah PPN 
hanya sebesar Rp 35.212.839 dengan total selisih Rp 73.027.649. 
 
 SPT masa PPN pada tahun 2014 bulan Februari mempunyai total PPN yang sebenarnya 
sebesar Rp 143.144.678, namun pihak Kantor Konsultan Pajak melaporkan jumlah PPN 
hanya sebesar Rp 48.881.361 dengan total selisih Rp 94.263.317. 
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 SPT masa PPN pada tahun 2014 bulan Maret mempunyai total PPN yang sebenarnya 
sebesar Rp 83.586.900, namun pihak Kantor Konsultan Pajak melaporkan jumlah PPN 
hanya sebesar Rp 27.709.779 dengan total selisih Rp 55.877.121. 
 
 SPT masa PPN pada tahun 2014 bulan April mempunyai total PPN yang sebenarnya 
sebesar Rp 113.878.900, namun pihak Kantor Konsultan Pajak melaporkan jumlah PPN 
hanya sebesar Rp 37.844.402 dengan total selisih Rp 76.034.498. 
 
 SPT masa PPN pada tahun 2014 bulan Mei mempunyai total PPN yang sebenarnya 
sebesar Rp 155.782.508, namun pihak Kantor Konsultan Pajak melaporkan jumlah PPN 
hanya sebesar Rp 46.638.764 dengan total selisih Rp 109.143.744. 
 
 SPT masa PPN pada tahun 2014 bulan Juni mempunyai total PPN yang sebenarnya 
sebesar Rp 100.015.983, namun pihak Kantor Konsultan Pajak melaporkan jumlah PPN 
hanya sebesar Rp 33.492.423 dengan total selisih Rp 66.523.560. 
 
 SPT masa PPN pada tahun 2014 bulan Juli mempunyai total PPN yang sebenarnya 
sebesar Rp 107.869.660, namun pihak Kantor Konsultan Pajak melaporkan jumlah PPN 
hanya sebesar Rp 32.457.016 dengan total selisih Rp 75.412.644. 
 
 SPT masa PPN pada tahun 2014 bulan Agustus mempunyai total PPN yang sebenarnya 
sebesar Rp 123.805.665, namun pihak Kantor Konsultan Pajak melaporkan jumlah PPN 
hanya sebesar Rp 38.704.217 dengan total selisih Rp 85.101.408. 
 
 SPT masa PPN pada tahun 2014 bulan September mempunyai total PPN yang 
sebenarnya sebesar Rp 100.966.670, namun pihak Kantor Konsultan Pajak melaporkan 
jumlah PPN hanya sebesar Rp 38.400.391 dengan total selisih Rp 62.566.279. 
 
 SPT masa PPN pada tahun 2014 bulan Oktober mempunyai total PPN yang sebenarnya 
sebesar Rp 138.294.840, namun pihak Kantor Konsultan Pajak melaporkan jumlah PPN 
hanya sebesar Rp 40.163.092 dengan total selisih Rp 98.131.748. 
 
 SPT masa PPN pada tahun 2014 bulan November mempunyai total PPN yang 
sebenarnya sebesar Rp 79.235.360, namun pihak Kantor Konsultan Pajak melaporkan 
jumlah PPN hanya sebesar Rp 41.187.520 dengan total selisih Rp 38.047.840. 
 
 SPT masa PPN pada tahun 2014 bulan Desember mempunyai total PPN yang 
sebenarnya sebesar Rp 135.170.240, namun pihak Kantor Konsultan Pajak melaporkan 
jumlah PPN hanya sebesar Rp 48.316.087 dengan total selisih Rp 86.854.153. 
 
 
4.3 Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya maka dapat diketahui 
kesalahan pelaporan yang terjadi di setiap bulannya pada tahun 2014. Selain itu jika di 
lakukan pengecekan lebih rinci persetiap transaksi yang dilakukan oleh CV Delima 
Palembang  maka dapat diketahui juga bahwa kesalahan pelaporan ini terjadi di setiap 
transaksi yang dilakukan setiap bulannya kepada masing-masing pembeli.  
Kesalahan pelaporan ini menghasilkan selisih yang sangat besar antara laporan 
pajak sebelum dan sesudah dilakukannya perbaikan. Untuk dapat memberikan solusi yang 
tepat bagi perusahaan maka diperlukan analisis yang lebih mendalam pada setiap tahapan 
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prosedur yang dilakukan selama ini oleh CV Delima Palembang dalam hal pelaporan 
pajak. 
 
 
5. KESIMPULAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka berikut ini adalah 
kesimpulan yang dapat penulis sampaikan, yaitu :  
1. Proses perhitungan SPT masa PPN tahun 2014 sebelum pembetulan yang dilakukan 
oleh CV. Delima Palembang menghasilkan total nilai yang sangat kecil jika 
dibandingkan dengan total nilai yang sebenarnya. Setelah dilakukan pembetulan SPT 
masa PPN tahun 2014 maka barulah total nilai yang sebenarnya dapat dilihat sesuai 
dengan kenyataannya dan terlihat perbandingan jumlah sebelum dan sesudah 
pembetulan selisihnya sangat jauh berbeda. 
2. Berdasarkan hasil analisis dari flowchart pelaporan pajak yang berjalan di CV. Delima 
Palembang maka dapat disimpulkan bahwa pada saat sebelum pembetulan terdapat 
kesalahan yang terjadi yang dapat dilihat pada proses flowchart antara CV. Delima 
Palembang dan Kantor Konsultan Pajak. CV. Delima Palembang tidak mengetahui 
laporan pajak yang dilaporkan oleh pihak Kantor Konsultan Pajak karena seperti yang 
dapat dilihat pada flowchart prosedur yang berjalan bahwa CV. Delima Palembang 
tidak melakukan pengecekan ulang laporan pajak sebelum laporan tersebut diserahkan 
oleh pihak Kantor Konsultan Pajak kepada Kantor Pajak. Sedangkan setelah dilakukan 
pembetulan, total nilai laporan pajaknya telah sesuai dengan nilai total yang sebenarnya 
karena sebelum Kantor Konsultan Pajak melaporkan ke Kantor Pajak terlebih dahulu 
Kantor Konsultan Pajak menunjukkan laporannya kepada CV. Delima untuk 
selanjutnya pihak perusahaan mengecek laporan yang akan di laporkan ke Kantor Pajak. 
Selanjutnya pihak perusahaan akan melakukan konfirmasi kepada Kantor Konsultan 
Pajak jika memang ada kesalahan perhitungan maupun jika memang total nilai yang 
tertera di laporan telah sesuai dengan kenyataan dan siap dilaporkan ke Kantor Pajak. 
 
5.2. Saran 
 
Berikut ini adalah saran penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebagai 
bahan evaluasi bagi CV. Delima Palembang. 
1. CV. Delima Palembang disarankan menggunakan jasa Kantor Konsultan Pajak lain dan 
melakukan pengecekan ulang dan konfirmasi terlebih dahulu setiap laporan pajak yang 
akan dilaporkan oleh pihak Kantor Konsultan Pajak. 
2. CV. Delima Palembang disarankan melakukan evaluasi secara rutin terhadap 
perhitungan dan proses pelaporan dokumen pajak yang telah dilakukan setiap bulannya 
untuk mengurangi kesalahan yang sama dikemudian hari. 
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